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ABSTRAK

Prosedur mediasi terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan “Pasal 1 _imediasi adalah cara penyelesaian
sengketa melalui preses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak
dengan_dibantu oleh Mediator”. Sesuai dengan “Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2016
Setiap Hakim,Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti
prosedur penyelesaian sengketa-melalui “mediasi?,  Permasalahan yang muncul
yakni masih tingginya‘jumlah angka perkara perceraian’yang terdapat Pengadilan
Agama Teluk Kuantan tahun 2018 mulai bulan Desember sampai bulan Februari
2019 berjumlah 15 perkara, jumlah yang gagal dimediasi 14 perkara dan yang
berhasil hanya 1 perkara data tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata kasus
perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tingkat keberhasilannya masih
rendah, tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan mediasi oleh hakim pada
persoalan perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Tipe penelitian ini
adalah deskriptif dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
Jenis dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, sedangkan
pengumpulan data melalui hasil kuesioner dan wawancara. Penarikan kesimpul
pada penelitian ini menggunakan metode yang membahas aturan norma sebagai
sasaran kajian  yang memakal penalaran  induktif dengan sigolisme untuk
membangun ketentuan kebenaran hukum, dan dapat diartikan sebagai suatu hal
yang bersifat induktif yakni dari kesimpulan yang khusus kemudian diakhiri
dengan kesimpulan berupa pernyataan umum. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui Pelaksanaan mediasi oleh hakim pada perkara perceraian di Pengadilan
Agama Teluk Kuantan kurang behasil, hal ini.dapat dilihat masih banyak
pasangan atau kedua belah-pihak tidak dapat.di damaikan dan harus diselesaikan
dengan persidangan. Dan “kebanyakan ‘masyarakat bercerai tidak melalui
Pengadilan Agama di Teluk Kuantan.

Kata Kunci : Pelaksanaan; Mediasi; PA Teluk Kuantan.



ABSTRACT

The mediation procedure is contained in PERMA Number 1 of 2016 concerning
the Mediation Procedure in.the Court. Based on.*Article:d mediation is a way of
resolving disputes through a negotiation process to.obtain the agreement of the
Parties assisted by the Mediator". In accordance with "Article 3-Number 1 of
2016 Every Judge, Mediator, Parties and / or attorney must follow the dispute
resolution procedure through mediation”..Jn accordance with *Article 3 Number
1 of 2016 Every Judge,.Mediator, Parties“and /4 or attorney.must follow the
dispute resolution procedure through mediation”. The.problem. that arises is the
still high number of divorce cases Pengadilan Agama Teluk Kuantan in 2018 from
December 'to February 2019 there were 15 cases, the number that failed to
mediate was 14 cases and only 1 case succeeded in the data shows that the
average divorce cases in Pengadilan Agama Teluk Kuantan the success rate is
still low, the“purpose of the study was to determine the -implementation of
mediation by judges on divorce matters in Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
This type of research is descriptive with research location at Pengadilan Agama
Teluk Kuantan. Types and sources of data used are primary and secondary data,
while data collection is through the results of questionnaires and interviews. The
conclusions drawn in this study use a method that discusses the norm rules as the
target of studies that use inductive reasoning with sigolism to establish the
provisions of thetruth of the law, and can be interpreted as an inductive thing that
is from a specific.conclusion and. then concludes.with a general statement. Based
on the results of the study note the ‘implementation of mediation by judges in
divorce cases in Pengadilan Agama Teluk Kuantan unsuccessful, this can be seen
that there are stillmany couples or both parties cannot be reconciled and must be
resolved by trial. And most divorced people do not go through Pengadilan Agama
Teluk Kuantan.

Keywords : Implementation; Mediation; PA Teluk Kuantan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

o
s
g,
, a)

&
.
v
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peraturan perundang-undangan yang ada (Djaren Saragih, 1982).

Penerapan sengketa sederhana cepat,biaya ringan serta merta terkait
Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman suatu
suatu persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan Indonesia sekarang karena
terdapat besarnya angka sengketa yang ada ditengah masyarakat condong dari

masa ke masa, hal itu juga menjadi tugas pengadilan menyelidiki dan menghakimi
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persoalan yang memiliki keahlian yang ralatif rendah (Susanti Adi Nugroho,

2009).

Rendahnya dedikasi hakim dalam mendamaikan sehingga disebabkan

drastis naik
kepada pass
perselisiha angga. T : | pro ebut (cerai) didalam
kehidupan

sedangkan s ini te : ¢ § g lumrah di tengah

orang lain, antara lain dibentuk oleh lembaga Peradilan Agama yang fungsinya
untuk menyelesaikan persoalan pernikahan serta persoalan cerai. Perihal ini
disebutkan pada “pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah
Pengadilan Agama tersebutberusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bela

pihak”. (Soemiyati, 1882).
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Prosedur mediasi terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan “Pasal 1 mediasi adalah cara

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

a) Menggali kepentingan para pihak
b) Mendaptakan jalan keluar yang terbaik bagi para pihak;dan
¢) Melakukan kolaborasi dalam penyelesaian persoalan
7. Saling membantu para pihak dalam pembuatan serta merancang

kemufakatan damai.
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Perdamaian merupakan suatu harapan semua pihak untuk penyelesaian
perkara di Pengadilan Agama. Mediasi merupakan sebagai pembantu atau

penolong dalam prosedur penanganan persoalam cerai di Pengadilan Agama

2008).

lan atau dapat

a pihak yang

hasilan proses
mediasi. Pera mendamaikan
perselisihan 3 ami denga mberi at-nasehat. Namun

kenyataannya sange ahkan j Isan perkara yang

Berdasarkan prakiek \ guhan dan kemampuan hakim
memberikan jaalan kelua : ara ak sangatlah rendah hal ini
mengakibatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bersifat formalitas sedangkan
Penyelesaian yang diperoleh peradilan dalam persoalan yang diajukkan
keseluruhannya merupakan putusan yang berakhir dipersidangan.

Melihat jumlah angka perkara yang terdapat Pengadilan Agama Teluk

Kuantan tahun 2018 mulai bulan November sampai bulan November 2019

berjumlah 550 perkara secara keseluruhan, untuk perkara perceraian itu sendiri
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berjumlah 452 perkara perceraian dalam jangka waktu satu tahun. Untuk lebih

jelasnya peneliti uraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Sumber: Ka

Dari yang terjadi di
Pengadilan sampai dengan
bulan Nove Agama Teluk

bahwa rata-rata kasus perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tingkat
keberhasilannya masih rendah, dengan perkara sebanyak itu hanya satu perkara
yang berhasil di mediasi, sehingga ini menandakan tidak efektifnya mediasi yang
dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan hanya memiliki 1 hakim yang memiliki

sertifikat dan sudah lulus seleksi calon hakim sedangkan jumlah hakim



keseluruhan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan 3 Orang. Jumlah hakim yang
menjadi mediator masih sangat sedikit sedangkan kebutuhan hakim menjadi
mediator yang mendesak sehingga menjadikan semua hakim sebagai mediator.
Tidak seimbangnya antara mediator dengan.perkara yang masuk ke Pengadilan
Agama Teluk Kuantan menghambat kinerja hakim dalam proses mediasi.

Pada dasarnya perbuatan-dan'tingkah daku hakim menerapkan pasal 130
HIR cuma bersifat sekedarnya. Minimnya Peradilan menghasikan penyelesaian
melalui perdamaian lekat pada diri para hakim lebih cendeung mengedepankan
tindakan sekedarnya dari pada dedikasih serta anjuran moral sesuai dengan
ungkapan yakni keadilan hakiki diperolen oleh para pihak yang bersengketa
melalui perdamaian. (M. Yahya, 2008).

Sebelumnya Hakim memeriksa perkara lanjutan mewajib berdamai antara
kedua belah pihak tersebut;, layaknya memberikan nasehat-nasehat atau solusi
namun cara perdamaian yang dilaksanakan oleh hakim tidak memberikan hasil
yang tidak merubah pendirian kedua belah pihak disebabkan hubungan kedua
suami istri tersebut sudah tidak dapat diperbaiki. Berdamainya pihak adalah suatu
hal yang diharuskan oleh  pihak hukum. kepada hakim setiap mengadili,
menyelidiki, serta menetapkan persoalan cerai (Abdul Manan, 2005).

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan mengetahui pelaksanaan mediasi
oleh hakim dalam perkara cerai serta untuk mengetahui faktor apa saja untuk
menghalangi proses pencapaian keberhasilan mediasi perkara cerai di Pengadilan

Agama Teluk Tuantan.
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Penulis menganggap permasalahan sangat penting untuk dibahas setelah
membandingkan proses mediasi yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 dengan kenyataan terjadi belum sebanding dilihat dari

pelah pihak terkait

\““\“ ..0 it. Untuk

Berdasarkan perumusan masalah ini, tujuan yang di buat yakni sebagai
berikut :

a. Mendeskripsikan pelaksanaan mediasi oleh hakim pada persoalan
perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

b. Mendeskirpsikan faktor penghambat mediasi perkara perceraian di

Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
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2. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

Pelaksanaan Mediasi

dengan seorang wanita yang mempunyai ikatan batin sebagai suami dan istri yang
bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”.

Sedangkan didalam pasal-pasal KUHPerdata, tidak memberi pengertian
perkawinan tersebut tetapi menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah ‘ikatan’.

Hal ini berarti bahwasannya undang-undang hanya menyatakan bahwasannya
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perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti perkawinan yang
memenuhi syarat-syarat, ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, sedangkan syarat-syarat ataupun peraturan Agama tidak diperhatikan atau

o
5
¥
&
7
P

vy

+« 9

. Peraturan ini mengikuti Asas monogami (hanya memiliki satu pasangan)
dan hanya diperbolehkan pihak terkait, sebab hukum serta Agama dari
yang berkaitan membolehkan suami beristri lebih dari seorang.

4. Peraturan ini memberikan ajaran,bahwa calon setiap pasangan yang ingin
melaksanakan pernikahan siap dengan lahiriah atupun batiniah, supaya

dapat menciptakan tujuan pernikahan yang kekal abadi dan bahagia tanpa



berakhir dengan cerai, agar memperoleh generasi penerus yang baik, maka
dari itu harus adanya pencegahan pernikahan dibawah umur, sebab

pernikahan ini memiliki masalah kependudukan, maka dari itu untuk

aik bagi pria

a berumur 16

hanya untuk

oleh karena itu

iy disay yejepe il udwnyo(]
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Pengadilan Negeri bagi orang non Islam.
6. Kedudukan istri dalam keluarga yakni sama halnya dengan kedudukan
suami baik dalam rumah tangga ataupun dalam pergaulan bermasyarakat,
karena sebab itu setiap segala sesuatu yang terjadi didalam keluarga bisa

dimusyawarahkan dan ditetapkan bersama-sama.

10
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Langgengnya hubungan pernikahan ialah salah suatu hal yang sangat
diinginkan oleh semua pihak. Akad nikah bertujuan untuk selamanya hingga

seterusnya akhir hidup. Bila ikatan antara suami isteri yang sedemikian tidak

D usaha tidak boleh

bagi seora
agama Isla

Adapun : a ¢ | terdapa n.pasal 19 Peraturan
Pemerintah ) Te : ndag Nomor 1

Tahun 1974

alasan atau karena hal diluar kemampuan

3. Salah satu pihak menjalankan hukuman penjara selama 5 tahun ataupun
berat setelah terjadinya pernikahan

4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan ataupun kekerasaan yang

merugikan pihak lain.
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5. Salah satu pihak mengidap penyakit parah serta cacat badan atau fisik
yang menyebabkan tidak menjalankan kewajiban sesuai yang dijanjikan

6. Terjadinya pertengkaran yang secara continue tanpa adanya itikad baik

sesuai el 3 ah rumah tangga

kebanyakan te ada beb g n mengikuti pindah
rumah yan a pernikahan,
perselingku epele yang dibesar

besarkan se

,v.‘g\t!i\\‘fi

>
>
=]
QD
3
@D
:
.
2
<

1. Pengaruh Terhadap Istri dan Ana
Ketentuan terkait pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur
pengaruh terjadinya perceraian terhadap anak dan bekas isterinya,
menetapkan berakhirnya pernikahan akibat cerai yakni:
a) Kewajiban memelihara dan mendidik anak tetap menjadi tanggung

jawab ibu maupun bapak semata-mata berdasarkann kepentingan
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anak. Pengadilan berkuasa memberikan putusan jia terdapat

perselisihan terhadap penguasaan anak.

b) Walaupun dalam keputusan pengadilan, anak-anak yang berada

‘Q“%“

-

Jika dalam sebuah perkawinan telah terjadi perselisihan darit segi
manapun tidak ada satupun kebaikan maka perceraian salah satu jalan
yang ditempuh, jika dipertahankan secara terus menerus maka tidak
adanya manfaat terhadap perkawinan itu serta menimbulkan bahaya bagi

kepentingan suami istri.
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2. Pengaruh yang negatif, yaitu :
Jika dalam sebuah perkawinan tersebut memperoleh keturunan dengan

terjadinya perceraian maka kepentingan anak-anak kurang mendapat

apabila |

memenuhi

. Bal

Agama.

Menururt “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 wewenang
Peradilan Agama adalah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu”.
Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Salah satunya

terkait bidang perkawinan menurut (Maghfirah, 2011) adalah :
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1. lzin berpoligami

2. lzin melakukan pernikahan dibawah umur (dibawah usia 21 tahun),

terdapat pertentangan dari salah satu pihak

t lain disetujui

gadakan proses

perjanjian dan akta yang menyatakan ada hubungan hukum para pihak dengan
sasaran perkara.

Dasar hukum penetapan mediasi di Indonesia merupakan wujud dari salah
satu sistem ADR (Administrative Alternative Dispute Resolution), ialah sebagai

berikut :
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1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas
penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.

2. Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan

o
Peraturan Mahkama ‘ MA) Nomor. 01 tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.
8. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

(https://www.kajianpustaka.com/2018/11/pengertian-prinsip-dan-dasar-

hukum-mediasi.html, 2019).
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Menurut (Syahrizal Abbas, 2011) penyelesaian perkara dengan mediasi

sangat banyak faedahnya ,karena para pihak telah berhasil menjangkauan jalan

tengah yang menyelesaikan perkara para pihak secara seimbang dan saling

menguntungkan. .Mediasi ialah.jalan keluar-dalam" menyelesaikan persoalan

dengan mengikut sertakan pihak ketiga, beberapa manfaat mediasi yaitu :

1.

Mediasi diharapkan_. memeberikan jalan keluar dalam penyelesaian
sengketa dengan biaya yang relatif rendah jika dibandingkan membawa
sengketa tersebut ke pengadilan atau lembaga Arbitrase.

Mediasi tidak hanya berfokus kepada hak-hak hukum tetapi mediasi lebih
mementingkan perhatian pihak yang bersengketa lebih nyata baik terhadao
emosi maupun psikologi pihak tersebut,

Mediasi dapat membeikan kesempatan pihak yang bersengka ikut serta
secara langsung dalam penyelesaian persoalan tersebut

Mediasi dapat memberikan keterampilan pihak terkait untuk melakukan
pengawasan terhadap prosedur proses serta hasil dari persoalan.

Mediasi dapat merubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit
diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.

Mediasi memberikan hasil yang nyata dan membuat keputusan yang
pengertian dikarenakan pihak tersebut yang membuat keputusan.

Mediasi dapat menghilangkan permasalahan ataupun konflik setiap

putusan yang memaksa yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Pengadilan

Agama mempunyai kekuasaan absolut yaitu mengadili dan memutus persoalan
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pernikahan yang menganut agama Islam, sedangkan yang tidak menganut agam
islam menjadi kekuasaan Peradilan Negeri(H.Roihan A .Rasyid, 2015).

Kewenangan yang berkaitan dengan jenis persoalan serta sengketa

“pasal 49

Undang-Undang ) Ta as-Undang-Undang

Nomor 7 ; eradils e : ahan, warisan,
wakaf, hibz s s ah_ (4 w;‘ Tri Wahyudi,

2004).

Universitas Sunan Giri, Surabaya. Dalam penelitian ini memiliki tujuan
penulisan yakni mengetahui landasan hukum mediasi, keefektifan proses
mediasi di PA Jombang dan faktor yang menghambat proses mediasi
(Habib Lukman, 2011). Pada penelitian ini berfokus kepada keefektifitas

proses mediasi dan faktor yang menghambat proses mediasi dalam perkar
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perceraian, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus
bagaimana pelaksanaan mediasi oleh hakim.

2. Efektivitas Prosedur Mediasi di Pengadilan Tentang Cerai Gugat

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada

pelaksanaan mediasi oleh hakim pada perkara perceraian dan faktor yang
mengambat maupun yang mendorong pross mediasi dalam perkara
perceraian.

Dari skripsi diatas pembahasannya hampir sama semua yaitu tentang

proses penyelesaian perceraian dengan mediasi dan faktor menghambat serta
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mendorong terjadinya proses mediasi maka dengan itu maka penelitian ini lebih
befokus tentang Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian yang

dilengkapi dengan data pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan terdapat di dalam

pelaksan
menurut

“Pelaksana

Ny

o
o
o
>
o
g
';

3. Mediasi merupakan orang tidak memiliki kewenagan dalam pengambilan
keputusan hanya bertugas membatu pihak yang memiliki persoalan untuk
memberikan solusi dalam penyelesaian perkara terhadap kedua belak
pihak sssyang memiliki persoalan dengan melibatkan pihak ketiga yang

neteral (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mediasi, 2019).
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4. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara Republik Indonesia yang

memiliki wewenang dalam menyelesaikan hukum perdata bagi umat yang

menganut agama Islam di Indoneisa (H.Roihan A .Rasyid, 2015).

rgolong pada

lansung, yaitu

opulasi dengan

.'@ - : : mendukung dan
Q

mempertegaskan teo : ng lampau dalam merumuskan teori

Data-data yang telah didapat dengan dilakukan penelitian, hasil
penelitian di kelompokkan maupun ditelaah serta dianalisiskan untuk
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tinjauan grafik tingkat
keberhasilan hakim tentang mediasi perkara cerai di Pengadilan Agama

Teluk Kuantan.
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2. Lokasi Penelitian
Penetapan tempat penelitian harus difikirakn secara matang

sehingga dapat yang di butuhkan di dapat dengan mudah serta tercapainya

dengan letak
memudahkan

aya,tenaga dan

ajar Nd, 2010).

maupun respon terkait pertanyaan masalah yang diberikan peneliti.
Responden ini adalah seseorang yang memiliki kaitan dengan persoalan
maupun data yang diperlukan oleh peneliti tersebut. (Mukti Fajar Nd,

2010).
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Dengan populasi yang grafiknya besar, responden terkait para

hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan Pihak memiliki

permasalahan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

No a Persentase

100%

100%

100%

100%

menggunakan

ang dapat mewakili

a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui
responden atau sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi data
primer adalah Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Staf dan
Pegawai yang ada di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dan
pasangan yang berhasil di mediasi maupun pasangan yang tidak

berhasil di mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
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6. Analisa Data

b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari proses
penelusuran kepustakaan serta pengamatan berbagai referensi yang

terkait dengan materi dan persoalan dalam penelitian dan jga

narasumber untuk

Data yang berasal informen berupa popoluasi dan responden
langkah awal peneliti mengelompokkan menurut bentuk ataupun jenisnya,
sehingga data dapat diproses dengan diolah. Kemudian data dari hasil
sebaran kuesioner dipaparkan berupa angka serta tabel sedangkan data lain

berasal dari wawancara dengan disampaikan berupa penjabaran kalimat
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setelah itu dikaitkan dengan materi dan teori yang ada ataupun pendapat

para ahli, selanjutnya aturan hukum itu berkaitan dengan penelitian dpat

ditarik sebuah kesimpulan.

. Metode Pe
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

PN

di Pengadi
sengketa d
masalah, di
pihak yang
berwenang

menyelesaika

RS N L

10).
Terdapat  bebe : berbagai versi sebagai

berikut :

pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak

mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu
para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara
sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. (Sutiyoso,

2008: 57).

26



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

2. Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses

dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara

sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari

bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau
kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya
dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat
untuk mencapai mufakat.

Dari beberapa definisi mediasi dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang

ciri dari proses mediasi misalnya :
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. Pihak ketiga yang tidak memihak.

. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparsial, artinya tidak terlibat atau

terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparsial dalam arti

juga tak memihak dan tak bias.

peran mediator

bertikai adalah

. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus.

. Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam

sengketa terutama mediator.

Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak

ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang

28



bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai
pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak
secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan-pada kehendak dan kemauan para
pihak. (Gunawan Widjaja, 2001: 91).

Dalam  mediasi, penyelesaian -perselisihan atau sengketa lebih banyak
muncul dari” keinginan” dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan
membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang
bersengketa, mediator bersifat imparsial atau tidak memihak. Kedudukan
mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang
memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang
tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa
kegagalan.

Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting
yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi,
peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa
mediasi berbeda dengan berbagai. bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama
dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase.
Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang
bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan,
mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat
ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam

menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau
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menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa.
Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya
dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat
berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para pihak.
(Syahrial Abbas, 2009: 6-7).

Proses. penyelesaian_. sengketa: melalui . mediasi sangat efektif untuk
menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan
masyarakat, seperti sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah,
perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan jasa mediator orang
tidak perlu ~ beramai-ramai ke Pengadilan atau = sendiri-sendiri dalam
menyelesaikan-sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis perkara yang
dimediasikan  yaitu; kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur
Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan‘atas putusan badan
penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat
pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui-perdamaian dengan bantuan
mediator.

Dengan menggunakan metode mediasi para pihak yang bersengketa akan
memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses litigasi.
Dengan mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian, hal ini akan sangat
terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi.
Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang akan membantu mereka

dalam penyelesaian masalah, hal ini terkait dengan faktor psikologis para pihak,
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yaitu jika mereka sama- sama dapat menerima keberadaan mediator dan mereka
sama-sama percaya akan kenetralan mediator maka mereka akan lebih

melaksanakan mediasi dengan kesukarelaan. Penyelesaian sengketa melalui

gan, dan berdasarkan

AN
=
)
)
=
R
g
=

legal masing ak aka - menggunakan

mediasi Y3
kepenting

kesepakat

A S \AYY
=8
Y

kejujuran me

Pada % : memiliki
karakteristik a "

1. Mediasi @0 luar pengadilan
berdasarkan p

2 ak yang bersengketa di dalam

perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari
penyelesaian.
4. Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan

penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak
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terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal
kesepakatan.

Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama

atas dasar

perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan™. Selain itu pasal 2
ayat 4 menyatakan: Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk

usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

. Secara Administrative Type ADR telah diatur dalam berbagai undang-

undang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi;
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UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang; UU No. 31 tahun 2000

tentang Desain Industri; UU No. 14 tahun 2001 Tentang Patent; UU No.

15 tahun 2001 Tentang Merk; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian

a sejak dahulu hukum positif
juga telah mengenal adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan
sebagaimana yang diatur dalam :
1. Penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970: “Semua peradilan di
selurun wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan
ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal ini mengandung arti, bahwa di

samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-
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peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau

melalui wasit tetap diperbolehkan.

dirugikan.

5. Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni
pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Meskipun Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah lebih mempertegas keberadaan lembaga
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mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka
10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

ALY

) mediasi dapat

disimpulka

A\

pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa

dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya.
Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada

kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi

sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban
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bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi

tersebut.

. Lingkup Sengketa Pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

dapat menghadiri sessi-sessi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan
badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat
kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena
para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang

mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.
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e. Mediator Bersifat Menengahi
Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk

menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui

>~

v
0 e
| ¥

antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan
memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan
pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang
hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan
menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan

membicarakan perselisihan mereka. (Syahrial Abbas, 2009: 37).
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Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 tahun
2016 ini, kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya, dan mendorong para
pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya
hakim sidang menunda" proses. persidangan«perkara tersebut untuk memberi
kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Dalam praktek selama
ini sebelum berlakunya Perma.No: 1 tahun 2016, sidang ditunda selama satu atau
dua minggu saja, namun dalam berlakunya Perma yang mengatur tentang lamanya
proses mediasi paling lama 30 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak
atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan
penundaan sidang sesuai dengan pasal- pasal tersebut, dengan ketentuan dapat
dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atau mediasi gagal, dan tidak
dimungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi, atau laporan tertulis dari mediator
kepada hakim sidang.

Kemudian pada hari sidang tersebut, atau dalam waktu paling lama dua
hari kerja berikutnya, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk
memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki-oleh Pengadilan. Dan jika
dalam waktu dua hari kerja para pihak ‘atau kuasa hukum mereka bersepakat
tentang pilihan mediator yang dikehendaki, para pihak wajib melaporkan kepada
ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera memberitahukan kepada
mediator terpilih untuk menjelaskan tugas. Demikian pula sebaliknya, jika dalam
waktu yang sama, para pihak tidak berhasil memilih mediator yang dikehendaki,
maka kegagalan tersebut harus segera diberitahukan kepada ketua majelis, dan

ketua majelis berwenang untuk menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara
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yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator
dengan menerbitkan penetapan. (Adi Nugroho, 2009: 188).

Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan

). bersengketa. Peran

hl‘ ‘ .’$ jakan aturan

duduk perk an s ; g dalam proses mediasi.
Upaya media

Pelaksanaan

Adapun fungsi kaukus adalah :

1) Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan
yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya.

2) Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan,

mengetahui garis dasar, menyelidiki agenda tersembunyi.
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3) Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan
prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara

individual.

3

o
o
4
mp

_ ‘;‘E‘

langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, persentasi dan
pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan,
berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi,
menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan

menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.
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Mengenai sistem atau tata cara pertemuan perundingan proses mediasi
diatur dalam pasal 1 butir 11 dan pasal 14 Perma No. 1 tahun 2016. Bertitik tolak

dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat 3 sistem pertemuan :

=N

re atau dalam

navd

ng dinyatakan

3

ketiga, mutlak terbuka untuk umum. Cara ini ditegaskan dalam pasal 14 ayat (2)
yang berbunyi: “Proses mediasi untuk segala sengketa publik terbuka untuk
umum”. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan
bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan
ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dan jika dalam proses mediasi

tersebut para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan
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Secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak
menandatangani  kesepakatan, mediator memeriksa materi  kesepakatan
perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum
atau tidak dapat dilaksanakan-atau yang memuat i’tikad tidak baik. Para pihak
dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam
bentuk akta perdamaian. Sebaliknya |jika; para pihak tidak =menghendaki
kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan
perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang
menyatakan perkara telah selesai.

Dibandingkan dengan Perma No. 2 tahun 2003, Perma No. 1 tahun 2016
lebih membukasarana dan peran mediator non hakim di luar.Pengadilan, dalam
proses mediasi untuk mensukseskan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
Manakala para pihak dengan bantuan mediator bersertfikat telah berhasil
menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, maka
perdamaian tersebut dapat diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk
memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan
gugatan tersebut harus disertal atau dilampiri.dengan kesepakatan perdamaian dan
dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan
objek sengketa. Sedangkan hakim, dihadapan para pihak hanya akan menguatkan
kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan
perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Sesuai kehendak para pihak

2) Tidak bertentangan dengan hukum
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3) Tidak merugikan pihak ketiga

4) Dapat dieksekusi

5) Dengan itikad baik. (Adi Nugroho, 2009: 196).

perjanjian

komitmen
pelaksanaan hasil mediasi d nid : api tidak tertutup

kemungkinz

menjalanka

kedua belah

berhasil mencapai k .c&
suatu akta perdamaian, ma .
gugatannya. (Faisal Salam, 2007: 221).
Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3),
para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan
secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan
kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim

melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
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Pada tiap tahapan pemriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang
untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan

putusan.

5. Mediator

keluar, agar para pihak be 3 ( persama menyelesaikan sengketa yang
mereka alami.
Persyaratan lain untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak
dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain :
a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai

dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
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c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.

d. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap

kesepakatan para pihak.

ikut campur untuk memutuskan dan menetapkan suatu hasil substantif, para pihak
sendiri yang akan memutuskan dan menetapkan apakah mereka akan setuju atau
tidak terhadap isi keputusan dari mediasi.

Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan
terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan

menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman,
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kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat

mengefektifkan proses mediasi di antara para pihak yang bersengketa. Akan tetapi

di samping harapan digantungkan kepada pengalaman, kemampuan dan integritas

Dalam Perma No. 1 tahun 2016 pasal 5 ayat (3) berbunyi: untuk
memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat- syarat antara
lain:

1. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkama Agung Republik

Indonesia.
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2. Memiliki instruktur atau pelatin yang memiliki sertifikat telah

mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau

pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi.

terbaik bagi para pihak. (PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 15).
Mediator memiliki sejumlah kewenangan dalam menjalankan proses
mediasi. Mediator memperoleh kewenangan tersebut dari para pihak, dimana
mereka mengizinkan dan setuju adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa
mereka. Kewenangan mediator terfokus pada upaya menjaga dan

mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak
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melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan
sebagaimana mestinya.

Kewenangan mediator terdiri atas :

val sampai
| para pihak
sejumlah

membantu

proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk
sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).
(Syahrial Abbas, 2009: 83-84).

Ada beberapa trik yang bisa dilakukan oleh mediator agar mediasi yang

dilakukan tercapai, yaitu :
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a. Pahami masalah

Langkah awal dilakukan mediator mendengar dan memahami

masalah yang membelit kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini

Sikap terpenting seorang mediator harus menjadi penengah
yang netral dan bijaksana guna mencarikan solusi terbaik bagi para
pihak. Misalnya, seorang mediator dapat memberi dan mengungkap
kepentingan tersembunyi para pihak dalam kaukus (pertemuan
terpisah). “Kita beri wacana kepada kedua belah pihak dalam kaukus,

sehingga dapat terungkap kepentingan tersembunyi para pihak.
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d. Membangun Komunikasi

Seorang mediator andal juga harus mampu membangun atau

membuka komunikasi yang tersumbat dari para pihak. Sebab, pada

“Mediator harus terus berefleksi diri, ketika mediasi berhasil (damai),
setelah itu apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan mediator.
Atau ketika mediasi gagal pun sama, apa yang salah?. Hal ini bisa

dikatakan evaluasi terhadap proses mediasi.
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6. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para
pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Penyelesaian
sengketa melaluijalur mediasi.sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak
telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil
dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para
pihak belum mencapai Kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya.
Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi paling tidak telah
mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di
antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk
menyelesaikan-sengketa, namun mereka belum menemukan. format tepat yang
dapat disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namunbukan berarti tidak
mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa
adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan
mereka. Keiginan dan itikad baik ini, kadang- kadang memerlukan bantuan pihak
ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian
sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Menurut Syahrial Abbas (2009: 25-26)
Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain :

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan

relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke

pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
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2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan

mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis

mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak- hak

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya
perdamaian di Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan
yang dulu tentang adanya pelembagaan perdamaian yang selama ini upaya damai
di Pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran

yang ditekankan oleh Undang-Undang dan juga sebagai landasan hukum
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pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini diambil ketika para pihak

menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

Mengembangkan mediasi di Indonesia merupakan suatu hal yang

tersebut sifatnya relatif tapi berpotensi.
3. Kepesertaannya, di sini kepesertaan dalam mediasi tidak terbatas pada
orang yang merugikan saja. Dalam kasus-kasus publik misalnya
terdapat sengketa atau konflik antara perusahaan iklan rokok atau

media cetak, sebagai contoh dalam persoalan rokok melibatkan banyak

pihak. (Faisal Salam, 2007: 237).

53



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan

perceraian adala pusan [ ' atau tuntutan
salah satu

Perceraian  walz erboleh a agama namun
pelaksanaannya“harus & al : n ' merupakan jalan

terakhir yang ditempuh ole i ara-cara. yang lain telah

Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri
yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak.
Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap
sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan
pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang

timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam, talak
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merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Adapun
pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui

pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud

sehingga putus (Zainnudin, 2002:
906).

ena hal itu

menghil an kemaslaha ngakibatka kan keluarga.
Rasulullah

5L L

Allah adalah

Al Hakim dan

ilan baru dapat

dilaksanakan ikan kedua belah

pihak untuk tet ereka dan ternyata

tidak ada jalan lain . Dengan perkataan lain

bahwa perceraian itu ada suami istri demi kebahagiaan

yang dapat diharapkan sesudah te nya perceraian. Selain itu, perceraian
merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.
b. MenurutPeraturan Perundang-undangan
Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai

suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait

dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan
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pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa
melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui

Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negri

seorang istr ah terjadi ke )coka ) pada putusnya

suatu ikatan pe ina JE engadi engenai persoalan

Perkawinan, bahwa

1) Kematian;
2) Perceraian;
3) Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai

dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai
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dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan, setelah
pengadilan«"yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua.belah pihak,

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam

Perundang-undangan ~tersendiri. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Pasal 39).

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan menyebutkan :

1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,

2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur

dalam Perundang-undangan tersendiri.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan sebagaimana disebutkan
dalam pasal 1 sub'b PP Nomor:9-Tahun 2975, yaitu Pengadilan Agama bagi yang
beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal
113 sampai dengan Pasal 262 Kompilasi Hukum-islam (KHI) menjelaskan sebab-
sebab terjadinya perceraian, tata'cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat
disebut misalnya: Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38
Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang
disebabkan oleh percerain, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas
gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39
Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum

Islam, yaitu orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
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Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak”.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik pada kehendak

a. Talak

1) Pengertian Talak
Talak berasal dari kata Ath-Thalaq yang mempunyai arti
melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan, yaitu suatu perceraian
antara suami dan isteri atas kehendak suami. Talak dalam Islam

merupakan jalan keluar (solusi) yang akan ditempuh suami isteri
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dalam mengakhiri berbagai kemelut persoalan rumah tangga. (Abdul
Aziz, 1776).

Menurut syari’at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan

[) pasal 117
adapan sidang

bab  putusnya

oleh suami kepada isterinya.
2) Macam-macam Talak
Adapun talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, dibagi

menjadi 2 (dua) macam, yaitu :
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a) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada

isterinya yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan

Syara’.

meskipun dalam masa iddah.
(2) Talak ba’in kubra, yaitu talak yang tidak boleh rujuk tetapi
boleh menikah lagi dengan syarat isteri harus menikah
dengan laki-laki lain dan telah dikumpuli secara hakiki

serta tidak ada maksud tahlil.
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Sedangkan talak ditinjau dari segi hukum positif Indonesia,

Depertemen Agama RI maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam,

yaitu :

salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama.

(2) Syigoq, yaitu perselisinan atau pertengkaran suami isteri
yang diselesaikan dua orang hakam, baik dari pihak suami
maupun dari pihak isteri.

(3) Khuluk, yaitu melepas ikatan perkawinan dengan adanya

tebusan dari pihak isteri.
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(4) Ta’lik Talak, yaitu suatu talak yang digantungkan pada

suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam

suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.

@ sebagai suami
ini mengingat

mana laki-laki

c.
atan perkawinan
gan akad nikah atau
ad. Perceraian dengan
uami, dengan demikian apabila
suami isteri yang telah bercerai dengan jalan fasakh, kemudian hidup
kembali sebagai suami isteri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.
d. Zhihar

Kata zhihar berasal dari Az-Zhahr, yang artinya punggung, yaitu
ucapan seorang suami kepada isterinya : “bagiku, engkau seperti

punggung ibuku“. Apabila seorang suami mengatakan hal seperti itu
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kepada isterinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri isterinya
sampai dia memerdekakan seorang hamba sahaya (budak). Kemudian

apabila dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-

berbagai permasalal ang te . seralan yang tanpa

alasan ada ian ya J dak disebutkan
terperinci . ‘;' § an. alan, akan tetapi
dijelaskan te ebers dakan yang bisa n.perceraian seperti

syigaq, nus perceraian ke

Pengadilan uai dengan alasan-

di depan sidang pengadilan. (Yahya, 1975: 133).
Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 adalah :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan
batin.
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c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahunatau
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
dapat membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus.terjadi perselisihan dan pertengkaran,
serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di samping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut
di atas, bagl yang beragama-islam sesuai dengan: Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam ada penambahan sebagai berikut :

a. Suami melanggar taklik talak
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak
rukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang.Nomor. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan disebutkan, bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah
satu pihak meninggal dunia,-karena perceraian dan karena adanya putusan
pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk
melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan
hidup sebagai suami istri. Berdasarkan apa yang-telah ditentukan dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan
sesuka hati.

Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah
memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain Pengaturan
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tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya
perceraian.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti

Derceraian itu harus

dilarang.

perkawin
Perkawin e sul d , - Suai dengan tujuan
perkawinan yat entuk +' 3 a pada dasarnya adalah untuk

selama-lama

o
a. Cerai Talak yaitu sel .
talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri.
b. Cerai Gugat yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami
kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu.
Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang prosedur cerai

talak di Pengadilan Agama. Pada pasal berikutnya dalam Kompilasi Hukum Islam

dijelaskan tentang prosedur cerai gugat sebagai berikut :
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Istri atau kuasanya mengajukan cerai gugat pada pengadilan agama yang
mewilayahi daerah hukum penggugat. Jika tergugat berada di luar negeri
maka pengadilan agama menyampaikannya melalui perwakilan RI
setempat.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-
lambatnya 30 hari.

Pada sidang pemeriksaan.gugatan, suami istri datang.sendiri atau diwakili
oleh _kuasa hukumnya. Namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim
dapat memanggil yang bersangkutan hadir sendiri.

Mediasi yang dilakukan oleh hakim dan selama perkara belum diputuskan
maka usaha perdamaian-dapat dilakukan.setiap kali sidang.

Putusan mengenaigugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
Perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak
jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.
Setelah diputus perceraian maka pengadilan agama menyampaikan salinan
putusan kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta
nikah dari keduanya. Untuk selanjutnya panitera pengadilan agama
mengirimkan: satu helai salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah
yang mewilayahi tempat kediaman istri untuk dicatatkan dan surat
keterangan bahwa putusan perceraian berkekuatan hukum tetap kepada
suami istri atau kuasanya.

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga, diatur dalam Pasal 14 sampai

dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. khusus mereka yang

beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri

Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai.dengan Pasal 88 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya

pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal

penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.33

Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal

36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
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b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai
tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada
pengadilan setempat kediaman penggugat.

c. Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian
diajukan ditempat kediaman penggugat.

d. Dalam hal gugatan perceraian dengan salah®satu alasan meninggalkan
pihak lainsselama 2 (dua). tahun berturut-turut tanpa.izin pihak lain atau
tanpa-alasan. yang sah atau karena hal lain di luar-kemampuannya,
diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.

C. Tinjauan Umum Tentang.Pengadilan Agama Teluk Kuantan
1. SejarahPengadilan’ Agama Teluk Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran
dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk
Kuantan.

Setelah terpisah dari kabupaten Indra Giri Hulu, tentu saja Kabupaten
Kuantan Singingi belum memiliki instansi Pengadilan (Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Agama) yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh keperluan hukum
bagi masyarakatnya, hingga untuk mengisi_kekosongan tersebut, maka khusus
penyelesaian sengketa bagi yang beragama Islam, masih di-handle oleh
Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap dua kali sebulan,
adapun bangunan yang dipakai selama belum memiliki gedung Pengadilan yang
defenitif, adalah gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan

status perjanjian pinjam pakai.
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Sebagai sebuah Kabupaten yang baru lahir, tentu saja pembentukan
Pengadilan di wilayah-wilayah pemekaran memerlukan kajian yang mendalam

oleh pemerintah, oleh karena itu, suatu hal yang sangat ditunggu dan di nanti-

15 Tahun

mengenai perka data khus "‘-" Suai de ang-L “_ﬂ omor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-U hun 2006 dan

perubahan la denga : y 2009 berada di

‘ an Agama Teluk
& B

Kuantan beralz asi | Jer g, Kab. Kuantan

=4
-
o

"Terwujudnya Badan Perad
Pengadilan Agama Teluk Kuantan™

ilan Yang Agung Di Lingkungan

Sedangkan Misi dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan yaitu :

a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparan

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat
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c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang

efektif dan efisien

wanita sebagai suami i Ujuan membentuk keluarga, rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha

Esa (UU NO.1 Tahun 1974 Pasal 1). Maksud bidang perkawinan menurut

Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain :

1) lzin beristri lebih dari seorang;

2) lzin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21
(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam
garis lurus ada perbedaan pendapat;

3) Dispensasi kawin;

4) Pencegahan perkawinan;

5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

6) Pembatalan perkawinan;

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
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8) Perceraian karena talak;

9) Gugatan perceraian;

10) Penyelesaian harta bersama;

11) Mengenai pengurusan anak;

12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dimana
bapak yang.seharusnya bertanggungjawab.tidak memenuhinya;

13) Putusan tentang sah-atau tidaknya seorang anak;

14) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

15) Pencabutan kekuasaan wali;

16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal
kekuasaan seorang wali dicabut;

17) Menunjuk seerang” wali dalam hal seorang anak yang belum cukup
umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
padahal tidak ada menunjukkan wali orang tuanya;

18) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang
telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah
kekuasaannya;

19) Penetapan asal usul anak;

20) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan
perkawinan campuran;

21) Putusan tentang sahnya perkawinan yang terjadi.sebelum Undang-
undang Nomor: 7. Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijlankan
menurut peraturan yang lain.

Kewarisan adalah hal-hal yang mengatur tentang pemindahan hak

kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa

yang berhak menjadi ahliwaris.dan berapa bagiannya masing-masing.

Kewarisan adalah hal-hal yang mengatur tentang pemindahan hak

kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau

lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan

dari sesorang kepada orang lain yang.masih hidup untuk dimiliki.

Wakaf adalah perbuatan. hukum seseorang atau kelompok orang

atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau
keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam

. Zakat adalah harta kekayaanyang harus disisihkan/dikeluarkan sesuai

aturan syariah setelah mencapai senisab kepada lembaga/rumah zakat

selanjutnya disalurkan kepada yang berhak menerima

Infag adalah perbuatan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang

lain untuk menutupi kebutuhannya

Shadagah adalah suatu perbuatan orang seseorang untuk memberikan

sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara sukarela

tanpa ada paksaan dari pihak lain yang tidak dibatasi dengan jumlah dan
waktu dengan semata-mata mengharap ridho Allah SWT.
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J. Ekonomi syari’ah adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilaksanakan
menurut aturan atau prinsip-prinsip syari’ah yang meliput sebagai berikut :
1) Bank Syari’ah
2) Lembaga keuangan mikro syariah
3) Asuransi syari’ah

Undang-un 50 Ta ) adilan Agama
mengisyara a salah satu tuga : an Agama dalam

memeriksa, memutus da yelesa erkar : ertama antara orang-

—~S@ o a0 o
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STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN
SESUAI PERME NOMOR 7 TAHUN 2015
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu,
wajib diupayakan penyelesaian: /melaluic mediasi. Dan, dalam pertimbangan
putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara
yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya
mediasi, maka putusan batal demi hukum. Mediasi adalah proses penyelesaian
perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan
dibantu oleh mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
(Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Sebelum pembahasan terkait tahapan Pra-Mediasi perlu diketahu lebih
lanjut terkait hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun. hal-hal tersebut antara lain
seperti Pedoman Mediasi, Sifat Mediasi, Kewajiban menghadiri Mediasi, Biaya
dan Tempat Mediasi, Mediator, dan Keterpisahan Mediasi dari Proses Litigasi.

Pedoman Mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban Hakim Pemeriksa
Perkara dalam mengupayakan Perdamaian melalui Mediasi antara kedua belah
pihak, sehingga apabila Hakim Pemeriksa Perkara tidak memerintahkan atau
mengupayakan damai kepada para pihak dengan Mediasi maka telah melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di
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Pengadilan. Apabila hal tersebut terjadi maka dalam upaya hukum berikutnya
dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan
proses Mediasi. Sifat dari Proses Mediasi ini pada dasarnya bersifat tertutup
kecuali para pihak:-menghendaki.lain, sehingga-pada berakhirnya Mediasi, catatan
Mediator wajib di musnahkan dan juga hal-hal yang terungkap dalam Mediasi
tidak bisa digunakan sebaggai Alat Bukti di Persidangan Proses Litigasi.

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak
luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa
untuk mencari_kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus
sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan yangdikuasakan kepadanya. (Umam, 2010:10).

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh
pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai
kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang
berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian
permasalahan yang disengketakan. (Sutiyoso, 2008:57).

Dari pengertian di atas dapat' diketahui bahwa yang dimaksud dengan
mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan
bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau
kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya
dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat
untuk mencapai mufakat.

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu :
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d. Tahap Pra Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah

langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi

yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh
pihak lainnya.
f. Tahap Hasil Mediasi
Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan
hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu

perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan
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komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya,
pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup

kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau

87% responden menjawab proses Pra“Mediasi dilakukan di Pengadilan Agama
Teluk Kuantan. Dan sebanyak 13% responden mengatakan bahwa proses Pra
Mediasi tidak dilakukan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada perkara
perceraian sehingga ini akan berdampak kepada kedua belah pihak tidak

menemukan kesepakatan atau proses mediasi tidak berhasil.
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Penulis melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk
Kuantan apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam prosedur Mediasi pada
perkara perceraian dan apakah pra mediaisi yang dilakukan Pengadilan Agama
Teluk Kuantan sudah sesuai dengan PERMA.No. 1 Tahun 2016, Bapak Dr. Erlan
Naofal, S.Ag., M.Ag yang ditemui pada tanggal 7 November 2019, mengatakan
langkah pertama yang dilakukandalam:-prosesimediasi pada perkara perceraian itu
sebenarnya ada beberapa kegiatan yaitu menghubungi para pihak yang tidak
bertikai, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, mengoordinasikan
pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang
hadir, menentukan tujuan pertemuan ini disebut dengan Pra Mediasi, dan
berpedoman kepada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Proesedur Mediasi di
Pengadilan. (Naofal, Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian, 7 November
2019).

Menurut PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 7 ayat 1 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa : Tahap pramediasi adalah tahap awal
dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan._persiapan sebelum mediasi
benar-benar dimulai. Tahap pra.mediasi merupakan tahap yang amat penting,
karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya.

Sedangkan menurut Abbas (2009: 37) pada tahap Pra Mediasi, mediator
melakukan beberapa langkah antara lain :

Membangun kepercayaan diri

Menghubungi para pihak

Menggali dan memberikan informasi awal mediasi
Fokus pada masa depan

Mengoordinasikan pihak yang bertikai
Mewaspadai perbedaan budaya

h0 o0 oCw
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Menentukan siapa yang hadir

Menentukan tujuan pertemuan

Kesepakatan waktu dan tempat

Menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan
membicarakan perselisihan mereka.

oo a

s mediasi yang

a Perceraian, 7

Hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat
dengan pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan, baik sebagai ketua majelis
maupun sebagai anggota majelis. Hakim yang bertindak sebagai mediator dan
pihak luar yang memiliki sertifikat mediator diangkat oleh ketua pengadilan

sebagai mediator. Oleh karenanya, setiap pengadilan memiliki daftar mediator

beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar
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tersebut setiap tahun. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada

mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan

dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

~ersentase

50%

50%

Dari keterangan penulis dari hasil wawancara kepada pihak Pengadilan
Agama Teluk Kuantan bahwa selama ini pihak pengadilan masih kurang dalam
melaksanakan sosialisasi tentang mediasi pada perkara pereceraian, sehingga
masih banyak masyarakat yang tidak tau bagaimana prosedur perceraian di

pengadilan, masyarakat sangat mengharapkan adanya bimbingan dari pihak

pengadilan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan, hal ini
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sangat membantu para pihak yang bertikai. (Naofal, Mediasi Oleh Hakim Pada
Perkara Perceraian, 7 November 2019).

Menurut penulis PA Teluk Kuantan harus memberikan penyuluhan atau
sosialisasi kepada ~ masyarakat _karena ..pentingnya pengetahuan tentang
penyelesaian sengketa di pengadilan khususnya pada perkara perceraian. Terkait
kaukus yang dilakukan di Pengadilan-Agama ;Teluk Kuantan, yakni pertemuan
antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
Adapun fungsi kaukus adalah :

9) Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan
yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan mitra rundingnya.

10) Memungkinkan mediator untuk ‘mencari  Iinformasi tambahan,
mengetahui garis dasar, menyelidiki agenda tersembunyi.

11) Membantu mediator dalam memahami motivasi- para pihak dan
prioritas mereka dan.membangun-empati dan kepercayaan secara
individual.

12) Memberikan pada para pihak, waktu ‘dan kesempatan untuk
menyalurkan emosi_kepada mediator, tanpa membahayakan kemajuan
mediasl.

13) Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi-opsi
yang diusulkan.

14) Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak untuk
melaksanakan perundingan yang konstruktif.

15) Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan
mempertimbangkan alternatif-alternatif baru.

16) Memungkinkan “mediator " untuk. menyadarkan para pihak untuk
menerima penyelesaian. (Buku Tanya Jawab Perma RI No. 1 tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Penulis lebih lanjut menanyakan kepada pihak responden melalui
kuesioner yang telah disebarkan dilapangan. Dari hasil kuesioner penulis dengan

responden dapat dilihat pada tabel 111.3 sebagai berikut :
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Tebel 111.3
Jawaban responden mengenai apakah ada sistem atau tata cara pertemuan
perundingan proses mediasi

Jawaban Responden Persentase

67% responc
dilakukan dalam peru ‘proses medic ok 3% responden
menjawab tida

Kuantan.

2019).

Menurut penulis Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dari ketiga tatacara
pertemuan tersebut jika perkara perceraian akan dilakukan dengan cara tertutup
dan jika sengketa publik baru akan dibuka untuk umum, dengan cara ini maka
pihak-pihak yang bertikai akan bisa menjaga kerahasiaan yang tidak ingin

diketahui oleh umum.
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Penulis lebih lanjut menanyakan kepada pihak responden melalui

kuesioner yang telah disebarkan dilapangan. Dari hasil kuesioner penulis dengan

responden dapat dilihat pada tabel 111.4 sebagai berikut :

'\\.\\Iﬁ

a sebanyak 29

RS B)

&
q“"«

pelah pihak tidak

secara tertulis.

kedua belah pihak tidak berhasil atau tidak menhasilkan kesepakatan, hasil
mediasi tetap dinyatakan secara tertulis, sehingga penyelesaian sengketa harus
melalui persidangan. (Naofal, Mediasi Olen Hakim Pada Perkara Perceraian, 7
November 2019).

Menurut penulis walaupun proses mediasi dinyatakan gagal atau dalam

proses mediasi kedua belah pihak tidak manghasilkan kesepakatan, seharusnya
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hasil mediasi yang dilakukan tetap dinyatakan secara tertulis sehingga hal ini

tidak menjadi permasalahan dalam proses persidangan, dan ini juga akan

membuktikan bahwa pihak pengadilan sudah berupaya menyelesaikan sengketa

Meskipun Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah lebih mempertegas keberadaan lembaga
mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka
10 dinyatakan: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
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mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Akan tetapi, Undang-Undang ini tidak

mengatur dan memberikan definisi lebih rinci dari lembaga-lembaga alternatif

tersebut, sebagaimana pengaturannya tentang Arbitrase. (Adi Nugroho, 2009:

pelanggara

dalam men

pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak
netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. (Imam, 2015: 6).

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di
mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para

pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat
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dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya

suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. (John, 1997: 42).

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana

"«'i\‘\‘a\\\\?g\ :

-0
. z

ata pelaksanaan
bermuara p e suatu sistem.
Ungkapan

aktivitas, teta

Tebel 111.5
Jawaban responden mengenai pegawai yang ditugaskan secara khusus untuk
menghubungi para pihak yang sedang bertikai

No Jawaban Responden Jumlah Persentase

1. | Ada 24 80%

2. | Tidak Ada 6 20%
Jumlah 30 100%

Sumber Data: Olahan Data Peneliti diambil November, 2019
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Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner bahwa sebanyak
80% responden menjawab ada pegawai yang ditugakan secara khusus untuk

mengkomunikasikan atau menghubungi pihak yang sedang bertikai dan sebanyak

yang di

bertikai 3

Kuantan, berda : : d Hakim Pengadilan
Agama Te gata S ) gaskan secara

khsusus unt ] ara pihak yang | jketa. dﬂt tugas pegawai

b=t
-
o

tang Prosedur Mediasi

gaw,

No Jawaban Responden Jumlah Persentase

1. | Sudah 21 70%

2. | Belum 9 30%
Jumlah 30 100%

Sumber Data: Olahan Data Peneliti diambil November, 2019
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Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner bahwa sebanyak 21
responden 70% menjawab Hakim, Staf, dan Peagwai yang ada di Pengadilan
Agama Teluk Kuantan sudah paham atau mengerti betul dengan prosedur mediasi
pada perkara perceraian dan sebanyak 9 orang-responden 30% menjawab masih
ada pegawal di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang belum terlalu mengerti
dengan prosedur mediasi pada perkara perceraian.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Pengadilan Agama Teluk
Kuantan tentang apakah masih ada pegawai di Pengadilan Agama Teluk Kuantan
tidak tau dengan prosedur mediasi seperti yang tercantum dalam PERMA No. 1
Tahun 2016, pihak Pengadilan Agama Teluk Kuantan mengatakan memang masih
ada pegawai yang belum terlalu paham dengan prosedur mediasi, ini disebabkan
oleh status pegawai yang masih baru, dan ada juga karena tingkat pendidikan
pegawai berbeda-beda sehingga kemampuan dalam memahami PERMA No. 1
Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan juga berbeda-beda. (Naofal, Mediasi
Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian, 7 November 2019).

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana hakim melakukan mediasi
apabila perkara perceraian banyak sementara hanya satu hakim yang memiliki
sertifikat, sedangkan waktu paling lama mediaisi hanya 30 hari kerja. Pihak
pengadilan Agama Teluk Kuantan mengatakan kami dari pihak pengadilan akan
membuat jadwal dari masing-masing perkara sehingga proses mediasi dalam
suatu waktu bisa dilakukan. Contohnya saja ada 3 perkara perceraian dalam bulan
ini sementara mediator disini hanya satu ya kami cukup membuat jadwal mediasi

untuk hari ini satu perkara, besoknya perkara yang kedua dan begitu seterusnya.
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Perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan berjumlah 452
perkara perceraian dari bulan November 2018 sampai dengan November 2019,
sedangkan hakim yang memiliki sertifikat untuk dijadikan mediator hanya satu
hakim, secara otomatis dengan.perkara yang-berjumlah besar tersebut, mediasi
yang dilakukan tidak akan berjalan efektif terutama pada segi waktu melakukan
mediasi, dari 452 perkara perceraian‘hanya 44 perkara yang telah di mediasi oleh
PA Teluk Kuantan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa sangat tidak
efektif mediasi yang dilakukan oleh PA Teluk Kuantan.

Rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai yang ada di
Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan suatu hambatan yang ikut serta
dalam menentukan berhasil atau tidaknya mediasi pada perkara perceraian
tersebut, sehingga setiap pegawai yang berada di PA dituntut betul memahami
tentang prosedur mediasi seperti yang tercantum, dalam PERMA No. 1 Tahun
2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Prosedur mediasi yang sebenarnya tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun
2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan, seperti berikut ini :

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah
langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi
merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya
proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah
antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan

memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan
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pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang
hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan
menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan
membicarakan perselisihan mereka. (Syahrial.Abbas, 2009: 37).

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 tahun
2016 ini, kepada para pihak yang-hersengketa atau kuasanya, dan mendorong para
pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya
hakim sidang menunda proses persidangan perkara tersebut untuk memberi
kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Dalam praktek selama
ini sebelum berlakunya Perma No. 1 tahun 2016, sidang ditunda selama satu atau
dua minggu saja, namun dalam berlakunya Perma yang mengatur tentang lamanya
proses mediasi paling lama 30 hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak
atau ditunjuk ‘oleh ketua ~majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan
penundaan sidang sesuai dengan pasal- pasal tersebut, dengan ketentuan dapat
dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atau mediasi gagal, dan tidak
dimungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi, atau.laporan tertulis dari mediator
kepada hakim sidang.

Kemudian pada hari sidang tersebut, atau dalam waktu paling lama dua
hari kerja berikutnya, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk
memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh Pengadilan. Dan jika
dalam waktu dua hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka bersepakat
tentang pilihan mediator yang dikehendaki, para pihak wajib melaporkan kepada

ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera memberitahukan kepada
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mediator terpilih untuk menjelaskan tugas. Demikian pula sebaliknya, jika dalam
waktu yang sama, para pihak tidak berhasil memilih mediator yang dikehendaki,

maka kegagalan tersebut harus segera diberitahukan kepada ketua majelis, dan

untuk menye sengketa ¢ persengketa. Peran
mediator da 1 media ara la )l [ egakan aturan
dasar dalam me kan dan mem anka ercayaan di antara
para pihak, me suasana komunikasi ok ~ embantu para

pihak dala enghadapi sit e 2ngak proses mediasi

Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang
bersengketa.
c. Tahap Hasil Mediasi
Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan
hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu

perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan

90



komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya,
pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup
kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau
perjanjian tertuliss” Keberadaan, pihak lain_di-sini hanyalah sekedar membantu
menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari
kedua belah pihak. (Syahrial Abbas; 2009:53;54).

Pada persidangan tersebut jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka
dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika para pihak
berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagali
suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan
gugatannya. (Faisal Salam, 2007: 221).

Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3),
para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan
secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan
kepada hakim." Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim
melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Pada tiap tahapan pemriksaan perkara, hakim.-pemeriksa perkara tetap berwenang
untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan
putusan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Teluk
Kuantan yang ditemui selama menjalankan aktifitasnya, oleh sebab itu penulis
dalam hal ini membahas faktor apa saja yang menjadi penghambat Pelaksanaan

Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Teluk
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Kuantan. Berdasarkan wawancara penulis ada dua faktor yang menjadi
penghambat pelaksanaan mediasi oleh hakim pada perkara perceraian, yaitu :

1. Faktor Internal, yaitu :

Pengadilan
hakim yang

Agama Teluk

penulis mengenai rekapitulasi. Laporan tersebut sebenarnya masih banyak yang
belum ditemukan oleh sebabnya karena kebanyakan masyarakat bercerai tidak
melalui pengadilan agama, sedangkan yang berwenang dalam perkara perceraian
ialah Pengadilan Agama itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama baik dari
masyarakat maupun dari pemerintah daerah setempat, agar pelaksanaan mediasi

pada perkara perceraian berhasil dan kedua belah pihak yang bersengkata bisa
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menghasilkan kesepakatan bersama. Jika proses mediasi berhasil maka akan

memperkecil angka perceraian khususnya di Kota Teluk Kuantan.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

aksanakan terhadap

penulis da

1. Pel asi ole o; di Pengadilan

pemerintah setempat untuk program sosialisasi tentang mediasi perkara
perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Sebagian besar pegawai
yang berada di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak terlalu memahami
bagaimana prosedur mediasi yang sebenarnya seperti yang tercantum
dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.
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B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait dengan

permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
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